ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan
ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. BUMN didirikan dengan
tujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Tercapainya tujuan tersebut
dapat terealisasi apabila perusahaan dijalankan dengan tata kelola yang baik dan
bertanggungjawab oleh Organ Perusahaan vyaitu Direksi selaku Pengurus
Perusahaan.

Salah satu implementasi dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik
oleh Direksi adalah dengan menerapkan Prinsip Good Corporate Governance
(selanjutnya  disebut GCG) vyang bertujuan untuk meningkatkan dan
memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang
profesional, transparan, dan efisien agar dapat bertahan dan mencapai tujuannya.
Adapun prinsip-prinsip dari GCG itu sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Namun dalam praktiknya
masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan
yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada perekonomian Negara yaitu dalam
kasus BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif
analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka prinsip GCG yang dilanggar dalam oleh
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah prinsip akuntabilitas. transparansi, dan
responsibilitas. Selanjutnya, tanggung jawab akan kerugian BUMN PT Asuransi
Jiwasraya (Persero) yang berdampak pada kerugian perekonomian nasional
akibat kelalaian Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam mengelola
perusahaan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi
berdasarkan peraturan dan undang — undang yang berlaku.
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